WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 050/216 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA SEMARANG

Menimbang :

Mengingat

|

WALIKOTA SEMARANG,

a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kota

Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan,
Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas
Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, serta
Kawasan Industri, maka Walikota Semarang membentuk Tim
Verifikasi untuk memproses Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Semarang;

.bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim

Verifikasi dan untuk optimalisasi pelaksanaan Penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di
Kota Semarang, maka perlu meninjau kembali Keputusan
Walikota Semarang Nomor 030/1088 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Semarang
sebagaimana telah diubah dengan keputusan Walikota Semarang
Nomor 030/432 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan
Walikota Semarang Nomor 030/1088 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Semarang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota
Semarang tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di
Kota Semarang;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

45), > / Yy



10.

16

12.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 369);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Tingkat II di Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
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14.
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16.

1%.

18.

19.

Daerah Tingkat I Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan
Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun
2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4532);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 35);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa
Serta Kawasan Industri (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 99);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
dan Permukiman di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Semarang.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan inventarisasi PSU yang dibangun oleh
pengembang secara berkala;

b. Melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan
PSU oleh pengembang;

c. Menyusun jadwal kerja;

d. Melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU oleh
pengembang;

e. Menyusun berita acara pemeriksaan;

f. Menyusun dan menandatangani berita acara serah terima
fisik PSU dari pengembang;

g. Merumuskan  bahan  untuk  kebijakan pengelolaan
pemanfaatan PSU

h. Membuat penilaian PSU pada saat penyerahan dari
pengembang;

i. Menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil
inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala kepada
Walikota.

Dalam menjalankan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya
kepada Walikota Semarang.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang. L /



KEENAM

KETUJUH

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota
Semarang Nomor 030/1088 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman di Kota Semarang sebagaimana
telah diubah dengan keputusan Walikota Semarang Nomor
030/432 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan
Walikota Semarang Nomor 030/1088 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kota Semarang dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
ada tanggal 3 Maret 2019
WALIKOTA SEMARANG,

HENDRAR PRIHADI;

>~

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Ketua DPRD Kota Semarang;

3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;

4. Asisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota

Semarang;
Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan

A

Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Umum Setda Kota

Semarang;

7. Inspektur Kota Semarang;

o

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman;

9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Semarang;

10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
11. Anggota Tim Verifikasi yang bersangkutan.




LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMORO050/216 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DI KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA SEMARANG

KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM DINAS DALAM TIM
1 | Sekretaris Daerah Kota Semarang Ketua
A . . . . . . .
9 sisten Administrasi Pemerintahan pada Sekretariat Wakil Ketua
Daerah Kota Semarang
K Dinas P '
3 epala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Sekretaris
Semarang |
4 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Agota
| Semarang -
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2 Anggota
Kota Semarang
6 Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Aniganita
Semarang o
7 Kepala Dmas Pekerjaan Umum Kota Semarang D __MW‘F_AAnggota -
8 pala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang Anggota
9 Kepala Dinas Llngkungan Hldup Kota Semarang Anggota
10 | Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Anggota
11 | Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Semarang Anggota
12 | Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang Anggota
13 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Anggota
14 | Camat terkait Anggota
15 | Lurah terkait Anggota

/ WALIKOTA SEMARANG, /

&

HENDRAR PRIHADI;



